
 

75 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian ini kesimpulannya dalam upaya evaluasi realisasi 

penggunaan dana desa adalah  memberika regulasi terhadap pelaksana tugas-tugas 

Bupati dan perangkat daerah maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya berdasarkan regulasi yang 

ada.  

5.1.1 Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 

Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, tidak adanya 

suatu regulasi atau aturan untuk desa maupun kecamatan dalam 

mengumpulkan lembar konfirmasi penerimaan dana desa ke Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bersamaan. Pada penelitian ini 

hanya di temukan suatu aturan atau regulasi dimana hanya di buat oleh pihak 

kecamatan dan desa desa secara musyawarah dan tidak tertulis. Dimana ada 

satu kecamatan yang mengumpulkan lembar konfirmasi ke Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bersamaan dengan alasan karena 

jarak antara kecamatan dan DPMD terlalu jauh sehingga lebih optimal ketika 

di kumpulkan menjadi satu dan di setorkan ke DPMD secara bersama. 

Namun ada satu kecamatan dimana desa desanya dapat mengumpulkan 

lembar konfirmasi secara individu, hal ini juga sudah di sepakati antar desa 

dan kecamatan di karenakan jarak antara kecamatan dan DPMD tidak terlalu 
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jauh sehingga memudahkan desa untuk mengirimkan lembar konfirmasi lebih 

dahulu tanpa menunggu desa yang lain. 

5.1.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Realisasi Penggunaan 

Dana Desa  

Adapun kelebihan dan kekurangan antara pengumpulan lembar konfirmasi 

ke DPMD secara bersamaan ataun individu adalah ketika mengumpulkan 

secara bersamaan maka lebih memudahkan DPMD dalam merekap data desa 

sehingga tidak ada yang ketinggalan. Namun adapun kekurangannya adalah 

tidak bisa mempercepat pengajuan Dana Desa anggaran selanjutnya ketika 

ada satu desa dalam satu kecamatan yang terlambat mengumpulkan ke 

kecamatan. Adapun kelebihan ketika mengumpulkan lembar konfirmasi 

secara individu adalah dapat mempercepat pengajuan anggaran selanjutnya 

tanpa menunggu desa lain. Namun kekurangan dalam mengumpulkan lembar 

konfirmasi secara individu adalah mempersulit DMPD dalam merekap data 

lembar konfirmasi. Sehingga bisa jadi data lembar konfirmasi tercecer dengan 

lembar konfirmasi desa dan kecamatan lain.  

5.2 Saran 

 Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Memperkuat pengawasan terhadap internal Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Perlunya suatu aturan atau regulasi dari DPMD untuk desa maupun 

kecamatan sehingga dalam mengumpulkan lembar konfirmasi penerimaan 
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Dana Desa dapat di kumpulkan secara bersamaan, sehingga memudahkan 

DPMD dalam mengumpulkan data. 

3. Perlunya suatu aturan atau regulasi dari DPMD untuk mempercepat 

pembuatan laporan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa. Hal ini 

dikarenakan masih banyak desa yang terlambat dalam pembuatan laporan 

konfirmasi penerimaan Dana Desa. 

4. Perlunya suatu koordinasi ataupun pendampingan dari DPMD untuk desa 

maupun kecamatan sehingga tidak terjadi keterlambatan pembuatan 

laporan atau keterlambatan pengiriman lembar konfirmasi penerimaan 

Dana Desa. 
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